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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
secara mendalam pelaksanaan tugas dan fungsi
protokoler pada Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.
Menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis,
data diperoleh melalui wawancara mendalam,
observasi partisipatif, dan analisis dokumen resmi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas
tugas protokoler ditentukan oleh kejelasan struktur
kerja, kompetensi teknis dan sosial petugas, serta
koordinasi lintas unit kerja. Namun demikian,
pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala
seperti keterbatasan personel, sarana-prasarana
yang belum memadai, dan perubahan agenda
mendadak. Penelitian ini merekomendasikan
perlunya SOP lokal yang adaptif, pelatihan
keprotokolan yang berkelanjutan, serta digitalisasi
sistem koordinasi dan dokumentasi. Temuan ini
menegaskan pentingnya peran strategis protokoler
sebagai representasi profesionalisme dan citra
institusi pemerintah daerah.
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PENDAHULUAN
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan lembaga protokoler memegang

peranan penting sebagai pengatur dan penjaga tata kelola acara resmi yang mencerminkan wajah
dan wibawa pemerintah. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di lingkungan Sekretariat
Daerah memiliki tugas strategis dalam memastikan setiap agenda pimpinan daerah baik Bupati
maupun Wakil Bupati berjalan dengan tertib, sistematis, dan sesuai norma keprotokolan. Fungsi
ini menjadi semakin krusial dalam era birokrasi modern yang dituntut untuk tampil profesional di
mata publik dan mitra kerja antar wilayah (Cheng & He, 2024; Dallera et al., 2022; Yan et al.,
2019).

Pelaksanaan tugas protokoler bukan semata-mata teknis administratif, tetapi melibatkan
dimensi representatif dan simbolik dalam rangka membangun citra institusional. Tugas seperti
menyusun rundown acara, mengatur tata letak tempat duduk pejabat, memfasilitasi penyampaian
sambutan, serta mengelola dokumentasi acara membutuhkan pengetahuan, keterampilan teknis,
dan soft skill yang baik. Protokoler menjadi garda terdepan dalam mengatur jalannya acara agar
sesuai dengan etika, tata krama, dan hirarki pemerintahan yang berlaku (Finocchiaro Castro et al.,
2024; Hu et al., 2021).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas dan fungsi protokoler seringkali menghadapi

mailto:brigitarek@gmail.com1


J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.4, Juni 2025

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN : 2828-5271 (online)

2491

berbagai tantangan. Di Kabupaten Minahasa misalnya, kendala seperti keterbatasan jumlah
personel, peralatan teknis yang belum memadai, serta agenda pimpinan yang berubah secara
mendadak menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kegiatan yang tertib dan efisien.
Tantangan ini mengharuskan adanya sistem kerja yang adaptif, koordinatif, dan berbasis standar
operasional yang jelas (Li et al., 2020; Masengi et al., 2023; Mayer et al., 2023).

Di sisi lain, koordinasi lintas perangkat daerah (OPD) juga menjadi elemen penting dalam
mendukung keberhasilan tugas protokoler. Ketika komunikasi dan alur informasi berjalan lambat,
maka bagian protokol harus mengambil langkah cepat dan akurat untuk menyesuaikan kembali
seluruh skenario kegiatan. Kelemahan dalam aspek koordinasi ini dapat berdampak langsung
terhadap efektivitas pelaksanaan acara dan bahkan menurunkan kredibilitas pemerintah di mata
publik.

Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, protokoler harus diposisikan sebagai
bagian integral dari sistem kelembagaan yang memerlukan pembinaan, pelatihan, dan penguatan
kapasitas. Tanpa adanya investasi terhadap peningkatan kompetensi, baik secara teknis maupun
manajerial, tugas keprotokolan berisiko hanya menjadi rutinitas teknis tanpa kualitas. Oleh
karena itu, aspek profesionalisasi perlu diarusutamakan melalui pelatihan reguler dan penyusunan
SOP yang kontekstual dengan kebutuhan lokal (Cheng & Li, 2019; Naumann et al., 2019;
Wawointana et al., 2019; Yeager, 2019).

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tugas ideal yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas implementatif di lapangan. Peraturan
Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 memang telah mengatur tugas dan fungsi Bagian
Protokol, namun pelaksanaannya masih membutuhkan penyesuaian dengan dinamika operasional
dan kondisi aktual organisasi. Hal ini menuntut adanya kajian ilmiah yang lebih dalam untuk
memahami faktor-faktor determinan dalam keberhasilan tugas protokoler.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mengkaji secara kualitatif
fenomena pelaksanaan tugas dan fungsi protokoler di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Minahasa. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk cara kerja, pengetahuan, keterampilan, serta
hambatan dan strategi penguatan fungsi protokoler dalam mendukung tugas pimpinan daerah.
Dengan memahami dinamika internal dan eksternal, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
kontribusi teoritis maupun praktis.

Secara metodologis, pendekatan fenomenologis digunakan untuk menggali pengalaman
langsung dari aktor-aktor kunci yang terlibat dalam pelaksanaan tugas protokoler, seperti Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Protokol, dan staf protokoler. Temuan dari lapangan
dianalisis secara mendalam guna menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh
pemerintah daerah dalam waktu dekat.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan tugas dan
fungsi protokoler secara normatif, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan aktual dan
menawarkan solusi konkret berbasis data. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi
kebijakan bagi daerah lain yang memiliki struktur kelembagaan serupa, serta memberikan
kontribusi ilmiah dalam diskursus tata kelola pemerintahan daerah berbasis etika keprotokolan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi fenomenologis yang

bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan praktik para pelaku
dalam menjalankan tugas dan fungsi protokoler di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.
Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggali realitas sosial dan
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operasional yang kompleks, terutama dalam konteks tugas keprotokolan yang mengandung
dimensi normatif, teknis, dan simbolik. Penelitian ini tidak berusaha mengukur variabel secara
kuantitatif, melainkan menekankan pada makna dan dinamika yang muncul dalam proses
pelaksanaan tugas protokoler (Bahasoan et al., 2019; Cheng & Li, 2019; Yeager, 2019).

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu di Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada
pertimbangan bahwa unit kerja tersebut merupakan pusat pelaksanaan kegiatan keprotokolan
yang langsung berhubungan dengan pimpinan daerah dan memiliki pengalaman praktis dalam
menyelenggarakan kegiatan resmi. Dengan lokasi yang terfokus, peneliti dapat memperoleh data
yang lebih mendalam, kontekstual, dan relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi
partisipatif, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif, terdiri dari Wakil Bupati,
Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Protokol, dan seorang staf protokoler. Instrumen utama dalam
penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dibantu dengan pedoman wawancara, catatan lapangan,
serta rekaman audio. Observasi dilakukan selama kegiatan protokoler berlangsung guna melihat
langsung pola kerja, interaksi antarunit, dan dinamika teknis yang muncul. Dokumentasi seperti
SOP, peraturan daerah, serta laporan kegiatan digunakan sebagai data pendukung dan konfirmasi
terhadap hasil wawancara (Cheng & He, 2024; Harris, 2022; Rantung et al., 2024)

Analisis data dilakukan secara interaktif berdasarkan model Miles, Huberman, dan
Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
atau verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan, sedangkan
penyajian data menggunakan narasi deskriptif dan matriks tematik untuk memudahkan
interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dengan mengacu pada pola dan
kategori yang muncul dari lapangan. Teknik triangulasi diterapkan guna menjamin validitas data,
yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen secara simultan
(Howley et al., 2024; Lochmiller, 2021).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan empat kriteria yang
diusulkan oleh Lincoln dan Guba, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan
konfirmabilitas. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta pengecekan
ulang data kepada informan (member check). Transferabilitas dijamin melalui deskripsi konteks
penelitian secara rinci agar dapat diaplikasikan di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.
Dependabilitas diperoleh melalui audit trail terhadap proses pengumpulan dan analisis data,
sementara konfirmabilitas dicapai dengan menjaga netralitas peneliti selama proses interpretasi.
Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang
valid dan bermakna mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi protokoler di tingkat daerah (Howley
et al., 2025; Thompson, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Tugas Protokoler dalam Agenda Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan tugas protokoler di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa
menunjukkan adanya struktur kerja yang cukup sistematis, meskipun masih diwarnai oleh
dinamika yang menuntut improvisasi di lapangan. Setiap kegiatan pimpinan, baik Bupati maupun
Wakil Bupati, diawali dengan penyusunan jadwal dan rundown acara yang disesuaikan dengan
hirarki, urgensi, dan konteks acara. Penyusunan ini mencakup alokasi waktu, urutan acara,
penempatan tamu, serta pengaturan tata tempat dan tata upacara yang mengacu pada ketentuan
keprotokolan nasional dan lokal.
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Bagian protokol juga bertugas dalam menyiapkan bahan sambutan pimpinan, menyusun
undangan, serta melakukan survei lokasi acara. Proses ini membutuhkan ketelitian, kecepatan,
dan kepekaan tinggi terhadap perubahan. Salah satu kekuatan dari pelaksanaan tugas ini adalah
adanya prosedur standar yang digunakan sebagai panduan kerja, meskipun belum sepenuhnya
terdigitalisasi. Namun demikian, kompleksitas kegiatan yang kerap mendadak menuntut adaptasi
teknis yang melebihi apa yang tercantum dalam SOP (Lv et al., 2024; Zhang et al., 2022).

Tim protokoler di Minahasa umumnya menerapkan prinsip kolaboratif dalam bekerja.
Mereka bekerja dalam kelompok kecil berdasarkan pembagian tugas teknis, seperti pengaturan
lokasi, penataan kursi, pendampingan pimpinan, hingga dokumentasi. Efektivitas kerja sangat
bergantung pada kemampuan koordinasi antarpersonel dan dukungan dari OPD lain. Sayangnya,
tidak semua unit kerja memiliki tingkat responsivitas yang sama, sehingga bagian protokol sering
kali menjadi pihak yang harus menyesuaikan banyak hal menjelang pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan protokoler tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merepresentasikan
simbolisme pemerintahan. Tata cara penyambutan tamu, susunan sambutan, dan penghormatan
terhadap simbol negara menjadi wujud nyata dari profesionalisme birokrasi. Maka dari itu,
kesalahan kecil seperti penyebutan gelar yang keliru atau penempatan kursi yang tidak sesuai
dapat berdampak signifikan terhadap citra pemerintahan daerah. Oleh karena itu, presisi menjadi
nilai utama dalam pelaksanaan tugas protokoler (Gupta et al., 2025; Song et al., 2019).

Dalam konteks Minahasa, pelaksanaan tugas protokoler juga mencerminkan nilai-nilai
lokal dan kearifan budaya daerah. Misalnya, dalam acara kenegaraan atau adat, protokoler turut
memastikan bahwa unsur budaya lokal tetap dihormati tanpa mengesampingkan aturan formal.
Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas protokoler bukanlah kegiatan yang statis, tetapi
memerlukan kreativitas, pemahaman sosial, dan sensitivitas budaya dalam menjaga
keharmonisan antara formalitas pemerintahan dan kearifan lokal.
Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan Protokoler

Tugas protokoler tidak dapat dijalankan hanya berdasarkan pengalaman, melainkan
memerlukan pemahaman teoritis dan praktis mengenai prinsip-prinsip keprotokolan. Pengetahuan
dasar seperti urutan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan menjadi landasan utama.
Selain itu, staf protokol juga harus menguasai peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor
9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, serta peraturan daerah yang menjadi acuan operasional.
Pengetahuan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa semua proses sesuai dengan hukum
dan etika pemerintahan.

Di samping itu, keterampilan teknis menjadi bagian penting dalam menunjang
keberhasilan tugas protokoler. Kemampuan dalam menyusun rundown acara, menulis sambutan,
mengatur layout ruangan, serta menggunakan perangkat teknis seperti sound system dan
dokumentasi foto/video harus dimiliki oleh setiap personel. Dalam praktiknya, banyak staf yang
harus belajar secara mandiri karena belum semua dibekali pelatihan formal. Hal ini
mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak akan program pelatihan dan sertifikasi (Gao et al.,
2019; Ge et al., 2020).

Soft skill juga menjadi aspek esensial dalam pelaksanaan tugas protokoler. Kemampuan
berkomunikasi dengan baik, menjalin relasi lintas instansi, menjaga etika pelayanan, serta
mengelola tekanan waktu adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan. Dalam banyak kasus,
perubahan mendadak atau kedatangan tamu tidak terduga menuntut petugas untuk tetap tenang,
responsif, dan profesional. Oleh karena itu, kecerdasan emosional dan manajemen situasi menjadi
indikator penting kompetensi protokoler (Gao et al., 2021; Huang & Wang, 2023; Roels &
Corbett, 2024).
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Salah satu kelemahan yang teridentifikasi adalah kurangnya pelatihan berkala yang
terstruktur. Banyak anggota tim protokoler yang mengandalkan pengalaman lapangan, tanpa
penguatan metodologis atau refleksi terhadap praktik terbaik dari daerah lain. Ini berdampak pada
kurangnya inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas. Kompetensi yang tidak diperbarui
secara berkala juga berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang.

Untuk menjawab tantangan ini, pengembangan sumber daya manusia di bidang
keprotokolan harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Diperlukan sistem pelatihan berbasis
kompetensi yang berkelanjutan, disertai dengan evaluasi kinerja dan sistem insentif yang
memotivasi staf. Dengan demikian, profesionalisme protokoler dapat meningkat dan berdampak
positif terhadap citra institusi secara menyeluruh.
Kendala Teknis dan Kelembagaan dalam Pelaksanaan Protokoler

Pelaksanaan tugas protokoler di Kabupaten Minahasa menghadapi sejumlah kendala
teknis yang berdampak langsung terhadap efektivitas kerja. Salah satu kendala utama adalah
keterbatasan personel, terutama ketika harus menangani lebih dari satu kegiatan dalam waktu
bersamaan. Dengan jumlah staf yang terbatas, pembagian tugas menjadi tidak merata, dan beban
kerja menumpuk pada individu tertentu. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan
kegiatan.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi masalah klasik yang terus berulang.
Fasilitas seperti podium, backdrop, sistem suara portable, serta peralatan dokumentasi sering kali
tidak tersedia dalam kondisi optimal. Dalam beberapa kasus, petugas harus menyewa atau
meminjam dari instansi lain, yang tentunya memakan waktu dan biaya tambahan. Kekurangan
fasilitas ini menghambat kelancaran teknis dan menciptakan ketergantungan pada improvisasi
lapangan.

Kendala berikutnya adalah waktu persiapan yang sering sangat singkat. Kegiatan
mendadak, seperti kunjungan pejabat pusat atau perubahan agenda pimpinan, kerap tidak disertai
informasi lengkap atau waktu persiapan yang memadai. Akibatnya, tim protokoler harus bekerja
di bawah tekanan tinggi, yang berdampak pada akurasi, koordinasi, dan dokumentasi kegiatan.
Situasi ini juga memicu potensi kesalahan teknis yang bisa mencoreng citra pemerintahan.

Masalah kelembagaan muncul dari koordinasi lintas OPD yang belum terstandarisasi.
Perbedaan kecepatan respon antarunit, keterlambatan dalam mengirimkan daftar tamu, atau
inkonsistensi dalam menyediakan data teknis menjadi tantangan tersendiri. Protokoler sering kali
harus menyesuaikan berbagai elemen tanpa informasi lengkap, yang berdampak pada efektivitas
pengambilan keputusan teknis menjelang acara.

Oleh karena itu, kendala teknis dan kelembagaan ini tidak bisa dibiarkan menjadi rutinitas.
Pemerintah daerah perlu menyusun mekanisme koordinasi antarunit yang jelas dan wajib ditaati.
Penerapan SOP lintas OPD dan integrasi sistem kerja berbasis digital sangat diperlukan untuk
menyelaraskan seluruh elemen pendukung kegiatan resmi agar lebih efisien dan profesional.
Strategi Penguatan Fungsi Protokoler di Lingkungan Pemerintahan

Dalam menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan tugas protokoler, perlu diterapkan
strategi penguatan yang komprehensif. Salah satu strategi utama adalah penyusunan SOP yang
lebih adaptif dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lokal. SOP ini tidak hanya mengatur
teknis acara, tetapi juga mencakup skenario darurat, format rundown alternatif, dan panduan
komunikasi lintas instansi. Penyusunan SOP berbasis praktik terbaik dari kegiatan sebelumnya
juga penting untuk memperkaya pedoman kerja.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas dalam pembangunan
kelembagaan protokoler. Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan teknis dan non-teknis
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secara berkala, baik dalam bentuk workshop, studi banding, maupun sertifikasi resmi. Program
ini dapat meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri petugas protokol, serta memperluas
wawasan mereka terhadap praktik keprotokolan yang inovatif dan modern.

Strategi lain yang sangat diperlukan adalah digitalisasi sistem kerja protokoler. Penerapan
aplikasi khusus untuk mengelola jadwal kegiatan, daftar tamu, pengiriman undangan, hingga
dokumentasi digital dapat mempercepat proses kerja dan mengurangi ketergantungan pada
dokumen manual. Digitalisasi juga memungkinkan koordinasi jarak jauh yang lebih efisien,
terutama dalam situasi mendesak atau darurat.

Pembentukan tim kerja yang lebih fleksibel dan berbasis keahlian juga menjadi bagian
dari strategi penguatan. Tim dapat dibagi dalam klaster spesifik seperti perencanaan, pelaksanaan
lapangan, dan dokumentasi. Dengan pola kerja seperti ini, efektivitas meningkat dan
ketergantungan pada individu tertentu bisa dikurangi. Selain itu, rotasi tugas internal dapat
memperluas pengalaman setiap personel dan membangun semangat kolaboratif.

Akhirnya, strategi penguatan tidak akan berhasil tanpa dukungan kebijakan dan alokasi
anggaran yang memadai. Pemerintah daerah harus mengakui pentingnya fungsi protokoler
sebagai komponen strategis tata kelola publik, dan bukan hanya sekadar pelengkap seremonial.
Dengan demikian, penguatan kelembagaan dapat terwujud secara sistemik dan berkelanjutan.
Implikasi Pelaksanaan Protokoler terhadap Citra Institusi

Fungsi protokoler secara langsung berhubungan dengan citra institusi pemerintahan di
mata publik. Protokoler yang bekerja dengan rapi, tepat waktu, dan profesional akan menciptakan
kesan positif terhadap kualitas layanan publik. Sebaliknya, kesalahan kecil seperti keterlambatan
acara, kekeliruan penyebutan nama pejabat, atau tata letak tempat duduk yang tidak sesuai dapat
menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah (Holzer & Schwester, 2019; Lund,
2022).

Setiap acara resmi merupakan ruang interaksi antara pemerintah dan publik, baik secara
langsung maupun melalui media. Dalam konteks ini, protokoler menjadi fasilitator utama yang
memastikan pesan institusi tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan
tugas protokoler juga berkontribusi pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan
dan tata kelola pemerintahan.

Kinerja protokoler yang baik mencerminkan etos kerja organisasi. Ketelitian dalam
menyusun sambutan, keakuratan daftar tamu, serta pengelolaan dokumentasi kegiatan menjadi
indikator integritas dan profesionalisme. Ketika masyarakat melihat pemerintah menjalankan
tugas dengan tertib, mereka akan menumbuhkan rasa hormat dan keyakinan terhadap sistem yang
berjalan (Hatcher, 2019; Vogel et al., 2020).

Di era keterbukaan informasi, setiap kegiatan pemerintah memiliki potensi untuk menjadi
sorotan media sosial dan pers. Oleh karena itu, ketepatan dan etika keprotokolan tidak hanya
menjadi tanggung jawab internal, tetapi juga bagian dari komunikasi publik yang strategis.
Kesalahan kecil bisa viral, dan sebaliknya, penyelenggaraan acara yang elegan bisa memperkuat
citra positif pemerintah.

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas protokoler harus dilihat sebagai bagian dari strategi
komunikasi institusional. Pemerintah daerah perlu menempatkan fungsi ini dalam posisi penting
dan mendukung penuh pengembangannya. Dengan pendekatan yang tepat, fungsi protokoler
akan menjadi garda depan dalam menjaga martabat, kredibilitas, dan profesionalisme institusi
pemerintah.
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KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi protokoler di Sekretariat Daerah

Kabupaten Minahasa memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran
kegiatan pimpinan dan membangun citra institusional pemerintah daerah. Fungsi ini tidak hanya
bersifat teknis, melainkan juga representatif dan simbolik. Pelaksanaannya mencerminkan tingkat
profesionalisme, koordinasi antarunit, serta kesigapan birokrasi dalam menjawab ekspektasi
publik terhadap tata kelola pemerintahan yang tertib dan bermartabat.

Dari segi kompetensi, pelaksanaan tugas protokoler menuntut perpaduan antara
pengetahuan formal tentang keprotokolan, keterampilan teknis, dan kecakapan interpersonal.
Namun, masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan personel, kurangnya pelatihan
resmi, serta minimnya fasilitas pendukung yang memadai. Kendala teknis ini diperparah oleh
lemahnya koordinasi lintas OPD dan tidak tersedianya sistem digitalisasi yang terintegrasi dalam
manajemen kegiatan.

Secara kelembagaan, bagian protokoler masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan
pengakuan yang proporsional terhadap perannya. Padahal, sebagai pengelola wajah formal
pemerintah, unit ini seharusnya menjadi bagian strategis dalam sistem komunikasi publik. Oleh
karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta
modernisasi sistem kerja merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menjawab dinamika
pelayanan publik yang semakin kompleks.

Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah disarankan untuk menyusun dan memperbaharui
SOP protokoler yang lebih adaptif dengan konteks lokal. Selain itu, penting untuk mengadakan
pelatihan teknis dan soft skill secara rutin guna meningkatkan kompetensi dan daya saing staf
protokoler. Pengembangan sistem koordinasi berbasis digital juga harus diintegrasikan ke dalam
mekanisme kerja lintas OPD agar tercipta efisiensi dan akurasi dalam perencanaan serta
pelaksanaan kegiatan.

Terakhir, peningkatan fungsi dan kualitas kerja protokoler harus dibarengi dengan
dukungan politik dan anggaran dari pemerintah daerah. Tanpa komitmen ini, peran protokoler
akan terus dipandang sebagai pelengkap administratif semata. Padahal jika dikelola dengan serius,
bagian protokol dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat legitimasi, kredibilitas, dan
citra positif institusi pemerintah daerah di mata masyarakat dan mitra eksternal.
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